BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum Kanonik di dalam sistem hukum Indonesia untuk
menyelesaikan masalah perkawinan sepatutnya dilindungi serta diakui
sebagaimana tertuang di dalam Sila Pertama Pancasila, alinea keempat
Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat
(1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain itu juga, kedudukan hukum Kanonik di
dalam sistem Hukum di Indonesia tidak hanya dilihat dari Pancasila dan
UUD 1945 melainkan juga dapat dilihat dari UU Perkawinan
sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan, Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, serta Pasal 66 UU
Perkawinan yang dilihat secara argumentum a contrario yang artinya
ketentuan-ketentuan dalam pengecualian yang diatur di UU Perkawinan
masih berlaku sepanjang tidak diatur di dalam UU Perkawinan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang beragama Katolik yang ingin
menyelesaikan perkara perkawinan seperti perceraian ataupun pembatalan
perkawinan seharusnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan
mengacu pada Hukum Kanonik sehingga tentunya putusan perceraian
yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang beragama Katolik di
pengadilan negeri seharusnya dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan
yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik yang mana agama Katolik
tidak mengenal perceraian atau perkawinan tak terceraikan.

Pembatalan perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang
mana kembalinya hubungan perkawinan suami istri setelah adanya
putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang berkekuatan
hukum tetap dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian
bagi para pihak yang diperoleh dari kantor pencatatan sipil setempat.
Adapun salah satu putusan mengenai pembatalan perceraian terdapat pada
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 311/Pdt.P/2015/PN.SDA
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antara Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita Gozalie. Salah satu yang
menjadi alasan dari Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita mengajukan
permohonan pembatalan perceraian ialah karena agama yang dianut oleh
Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita adalah agama Katolik yang mana
ajaran agama Katolik tidak mengenal adanya perceraian. Salah satu alasan
tersebutlah yang membuat Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita ingin
mempersatukan kembali perkawinan yang telah diputuskan pengadilan
dengan mengajukan permohonan pembatalan perceraian ke pengadilan
setempat. Pengajuan permohonan pembatalan perceraian sebagai
konsekuensi dari mempersatukan kembali perkawinan yang telah
diputuskan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal melakukan pembatalan perceraian diatur di dalam Pasal
43 UU Adminduk serta Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan tidak adanya Kketentuan
(kekosongan hukum) mengenai pihak pemohon yang dapat melakukan
permohonan pembatalan perceraian, maka secara analogi hukum selama
belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut, pihak yang
memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan
dengan suatu alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pembatalan
perceraian. Artinya, tidak terbatas pada pihak suami atau istri saja untuk
dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian melainkan pihak
yang memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin
dibatalkan dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian. Adapun
salah satu pihak yang dimaksud ialah Gereja yang memiliki kepentingan
atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan sehingga dapat
dimungkinkan melakukan permohonan pembatalan perceraian. Berbeda
halnya dengan pemohon dalam mengajukan pembatalan perkawinan yang
mana Gereja sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum
terhadap perkawinan dapat dijadikan pihak pemohon dalam pembatalan
perkawinan sebagaimana sesuai dengan diatur di dalam Pasal 23 huruf (d)
UU Perkawinan.
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b. Suatu putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Gereja dapat

dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melakukan pembatalan

perkawinan menurut UU Perkawinan dengan melihat alasan, sebagai
berikut:

1.

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsung secara sah
berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga
apabila suatu perkawinan tidak sah berdasarkan hukum agama,
seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan sebagaimana diatur dalam
Pasal 22 UU Perkawinan.

terlihat jelas bahwa Kitab Hukum Kanonik telah mengakomodasi
sedemikian rupa lengkapnya serta disesuaikan dengan ajaran agama
Katolik dan tradisi Gereja dalam hal syarat sah perkawinan hingga
penyelesaian masalah perkawinan bagi pasangan suami istri beragama
Katolik yang memiliki masalah perkawinan.

Pasal 66 UU Perkawinan yang bilamana dikaitkan dengan salah satu
konstruksi hukum berupa argumentum a contrario, maka dapat
diartikan bahwa penyelesaian masalah perkawinan sebagaimana diatur
di dalam Kitab Hukum Kanonik yang termasuk di dalam peraturan-
peraturan lain tentang perkawinan seharusnya dapat berlaku karena
tidak ditentukan lebih lanjut di dalam UU Perkawinan mengenai
penyelesaian permasalahan perkawinan bagi pasangan suami istri
yang beragama Katolik.

persamaan beberapa alasan pembatalan perkawinan maupun beberapa
prosedur penyelesaian pembatalan perkawinan sebagaimana diatur di
Kitab Hukum Kanonik dan UU Perkawinan untuk menegaskan bahwa
putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan perkawinan dapat
dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menangani pembatalan
perkawinan sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan.

tujuan bilamana hakim mempertimbangkan putusan Pengadilan
Gereja mengenai pembatalan perkawinan di dalam menangani

pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan akan memberikan
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kepastian hukum bagi pasangan suami istri beragama Katolik dalam
menyelesaikan perkara perkawinan dari segi hukum agama dan
hukum sipil serta memudahkan perkerjaan hakim dalam memutuskan
perkara pembatalan perkawinan.

6. adanya persamaan fundamental di dalam prosedur penyelesaian
perkara perkawinan mengenai upaya perdamaian, maka sepatutnya
hakim dapat mempertimbangkan putusan pengadilan gereja terhadap
pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang
dapat dilihat dari upaya mendamaikan para pihak, beberapa prosedur
yang hampir sama seperti mengajukan gugatan, pemeriksaan alat
bukti, dan putusan hakim yang mengikat para pihak, serta alasan-
alasan pembatalan perkawinannya.

Selanjutnya, putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan
perkawinan dimungkinkan hanya untuk digunakan sebagai pertimbangan
hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dan tidak dapat
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan
perceraian karena agama Katolik tidak mengenal istilah perceraian sehingga
akan tetap ada gugatan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama
Katolik selama belum ada perubahan konstruksi hukum di dalam UU
Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya yang mana memungkinkan
bagi lembaga keagamaan melakukan penyelesaian masalah perkawinan bagi
umatnya agar sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, serta UU Perkawinan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitan yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan

oleh Penulis, sebagai berikut:

a. Perlu adanya konstruksi hukum dengan mengeluarkan peraturan pelaksana
bagi penyelesaian masalah perkawinan bagi agama Katolik atau perubahan
atas Undang-Undang Repubilik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mengatur mengenai bagi agama yang memiliki lembaga
keagamaan seperti agama Katolik yang memiliki lembaga keagamaan
berupa pengadilan gereja diberikan kewenangan untuk dapat

menyelesaikan perkara masalah perkawinan seperti memutus hubungan
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perkawinan pasangan agar terciptanya kepastian hukum baik secara agama
maupun hukum sipil serta tidak saling bertentangan mengenai pengaturan
yang ada di dalam UU Perkawinan maupun di hukum agamanya yang
mana seharusnya UU Perkawinan mengikuti ketentuan hukum agamanya
sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan mengenai perkawinan yang sah di Indonesia.

Perlu adanya sosialisasi mengenai pembatalan perkawinan yang diatur di
dalam Kitab Hukum Kanonik kepada pihak yang berkepentingan (seperti
akademisi hukum, pembuat peraturan perundang-undangan, penegak
hukum, masyarakat yang khususnya beragama Katolik) yang mana
dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan pembatalan perkawinan yang ada
di dalam UU Perkawinan agar menciptakan kepastian hukum secara
hukum agama dan hukum sipil bagi pasangan suami istri yang beragama
Katolik.

Perlu adanya sosialisasi dari pihak Gereja kepada umatnya mengenai
prosedur pembatalan perkawinan sehingga umatnya mengetahui dengan
benar bahwa terdapat lembaga penyelesaian masalah perkawinan bagi
pasangan suami istri yang beragama Katolik yaitu pengadilan Gereja atau
Tribunal Perkawinan di Indonesia.

Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia di dalam pengadilan
gereja agar memiliki sumber daya manusia berupa peningkatan
kompetensi dan komposisi hakim, Defensor Vinculli, Notarius, dan
Advokat yang memahami Kitab Hukum Kanonik serta pengembangan
pemahaman umat Katolik di Indonesia atas adanya pengadilan gereja yang
memungkinkan untuk dapat dilakukan penyelesaian pembatalan

perkawinan menurut Hukum Kanonik.
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